
1.Bahwa proses peradilan yang transparan yang merupakan slah
satu  syarat   terwujudnya  keterbnkaan  dan  akuntabililas
penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri  Bantul
perlu dijalankan dengan satu cara mengembangkan Teknologi

Informasi (TI);
2.Bahwa  dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut perlu

dibentuk Tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
3.Bahwa  nama yang tersebut   dalam daftar  lampiran surat

keputusan  ini  dipandang  mampu  melaksanakan  tugas

termaktub dalam angka 2 ;
1.Undang - undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
- undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 dan Undang
undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung Rl;;
2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan

publik:
3.Undang - undang Rl Nomor 48 tahun 2009 tentang Rekuasaan

Rehakiman
4.Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;
5.Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan

Mengingat

Menimbang
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Menunjuk dan mengangkat nama - nama yang tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Teknologi Informasi dan
Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bantul;

Menugaskan kepada Tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website
Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan informasi yang benar
dan bertanggungjawab kepada masyarakat mengenai seluruh
Pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Bantul;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Informasi Publik:
6.Undang Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik
7.Keputusan   Ketua   Mahkamah   Aung  RI  Nomor   :

144/KMA/SK/VIII/2007 tenatng Keterbukaan Informasi:
8.Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Rl  Nomor   :

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayana Peradilan;
9.Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

: 3/DJU/HM.02.3/VI/2014 tetntang Administrasi Pengadilan
berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;
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